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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUIJI

ABSTRACT

This study analyzes the effect of transparency and accountability on
Government Agency Performance Accountability (AKIP) in the audited annual
financial statements of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia,
focusing on the period 2016 - 2023. Transparency, as an important element of good
governance, plays a role in increasing transparency through the publication of
publicly accessible financial reports. Although the Covid-19 pandemic in 2020-
2021 resulted in data limitations. The results showed that good transparency
contributes to improving the accountability of government agencies. Agencies that
are able to account for their performance well will produce quality financial
reports. This study also found that transparency and accountability simultaneously
affect AKIP. The implications of this study indicate that increasing transparency
and accountability in state financial management can strengthen public trust in the
government. Therefore, it is recommended that policy makers and practitioners
develop strategies to improve transparency and accountability in state financial
management.

Keywords: transparency, accountability, performance, government, Covid-19

PENDAHULUAN

Di masa keterbukaan informasi saat ini, kebutuhan utama para pengguna
informasi publik adalah informasi yang menyeluruh dan terbuka tentang
pertanggungjawaban kinerja badan publik. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas
yang berkaitan dengan dana yang berasal dari APBN, yang merupakan kepanjangan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, yang merupakan singkatan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumbangan dari masyarakat
dan negara asing. Ini tampaknya menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan
dengan anggaran seringkali berbalik melawan akuntabilitas kinerja. Hal ini
dikarenakan jika pengelolaan keuangan yang buruk dikombinasikan dengan sasaran
anggaran yang salah, maka dampak negatifnya dapat menyebabkan rendahnya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana masih menjadi masalah yang

terus disoroti oleh masyarakat (Anggaran et al., 2021). Sesuai dengan Peraturan
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Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Pertanggungjawaban yang Jelas dan Tepat, Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan

pemerintah (Dewata et al., 2020).

Pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel telah
mendapatkan pengakuan luas di bidang sektor publik (Purwaningsih, 2022). Di
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerapan transparansi dan
akuntabilitas dalam publikasi laporan yang telah di audit, sangat penting untuk
membangun kepercayaan publik, menekan tingkat korupsi, serta meningkatkan tata
kelola pemerintahan secara keseluruhan. Penerapan standar akuntansi pemerintah
berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta keandalan informasi
yang disajikan dalam laporan — laporan tersebut, sehingga para pemangku
kepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat (Meinarsih et al., 2020).

Pada penelitian oleh Judijanto (2024) menunjukkan adanya perubahan fokus
dalam pelaporan yang beralih dari pendekatan yang lebih komprehensif menuju
praktik tata kelola dan etika yang lebih kompleks. Temuan ini menekankan
pentingnya hubungan antara pelaporan keuangan dengan peningkatan tata kelola
serta kepercayaan publik. Transparansi terbukti berperan penting dalam
mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan integritas di sektor publik.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk
memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan
dana. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga
mampu mendorong instansi pemerintahan untuk bertindak lebih bertanggung
jawab. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang jelas dan terbuka menjadi alat

yang penting untuk menilai kinerja instansi pemerintah (Zahra et al., 2023).

Akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan
negara yang mengharuskan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
dana yang telah dialokasikan kepada masyarakat. Dalam situasi krisis seperti

pandemi Covid-19, akuntabilitas menjadi sangat penting karena masyarakat berhak
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mengetahui bagaimana dana dialokasikan untuk penanganan kesehatan serta
pemulihan ekonomi nasional (Veronica Wongkar et al., 2024).

Dalam menghadapi situasi pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan
berbagai kebijakan untuk menangani dampak ekonomi, termasuk program bantuan
sosial dan stimulus ekonomi. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan
anggaran ini menimbulkan keraguan masyarakat mengenai efektivitas
pengalokasian dana. Banyak yang merasa bahwa informasi mengenai alokasi dan
penggunaan anggaran tidak disampaikan dengan jelas, yang dapat mengurangi
kepercayaan publik terhadap pemerintah (Zahra et al., 2023). Secara keseluruhan,
dampak pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya mempengaruhi aspek
ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan negara. Dengan meningkatkan kedua aspek, baik
transparansi maupun akuntabilitas, diharapkan pemerintah dapat membangun
kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana masyarakat
dialokasikan secara efektif untuk pemulihan ekonomi (Zahra et al., 2023).
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti berkeinginan untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam Laporan

Keuangan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Audited.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Good Governance adalah adalah teori utama yang digunakan dalam
penelitian ini. Menurut Maranjaya (2022), good governance adalah pendekatan
dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dan keuangan untuk mendukung
pembangunan masyarakat, terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) atau keuangan publik. Konsep ini berfokus pada aspek
ekonomi, termasuk analisis terhadap kegiatan negara di bidang ekonomi, khususnya

terkait input, output, serta dampak yang dihasilkan.

Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi merupakan
komponen utama dari konsep good governance. Hal tersebut penting karena
penerapan prinsip good corporate governance dapat meningkatkan kualitas laporan
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keuangan dan juga dapat menghambat proses rekayasa kinerja yang dapat
mengakibatkan laporan keuangan tidak menunjukkan nilai dasar perusahaan
(Febrianty & Atmadja, 2021). Teori good governance dipilih sebagai grand theory
dalam penelitian ini karena teori tersebut mencakup komponen utama berupa
transparansi dan akuntabilitas. Kedua komponen tersebut sesuai dengan penelitian
ini yang menggunakan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai variabel independen
(X) yang mempengaruhi variabel dependen (), yaitu Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dalam laporan keuangan tahunan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia audited.

Transparansi berasal dari kata transparent, yang berarti sesuatu yang jelas,
nyata, dan terbuka. Transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan
dalam penyampaian informasi. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008) tentang
Keterbukaan Informasi Publik, transparansi adalah keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan dengan perusahaan.Transparansi
adalah keterbukaan dalam menjelaskan kondisi suatu kegiatan, baik yang akan,
sedang, maupun yang sudah dilaksanakan, serta sumber daya apa saja yang sudah
digunakan selama kegiatan tersebut, sehingga terdapat informasi yang disampaikan
(Fajri et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2022),
prinsip — prinsip transparansi, yaitu: ketersediaan informasi yang mudah dipahami
dan diakses, termasuk rincian dana/biaya, metode pelaksanaan, serta program
kegiatan, adanya media dan publikasi yang menjelaskan prosedur aktivitas dan
rincian keuangan, penyediaan laporan berkala terkait penyalahgunaan sumber daya

dalam proses kemajuan rencana kerja yang dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2022),
indikator transparansi meliputi:keberadaan dan kemudahan akses terhadap
dokumen, kelengkapan serta keterbukaan informasi yang disajikan, terdapat

transparansi dalam pelaksanaan prosedur, dan kerangka regulasi yang mampu
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mendukung bukti transparansi. Sedangkan menurut penelitian Aufa Moerrin &
Priono (2022), indikator transparansi meliputi:komunikatif, konsistensi,

kohesivitas, dan partisipasi.

Akuntabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris, yaitu accountability,
yang berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau kondisi
dimana seseorang atau lembaga dapat dimintai tanggung jawab. Menurut Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas adalah
kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas juga berarti
kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas
yang berkaitan dengan pembangunan di pemerintahan (Fajri et al., 2024).

Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman (2020), menyebutkan
bahwa prinsip — prinsip dalam akuntabilitas yaitu: transparansi, yaitu terkait dengan
kemampuan sebuah organisasi untuk mengungkapkan informasi mengenai
kinerjanya; kewajiban, yaitu berhubungan dengan cara organisasi dalam mengelola
dampak dari kinerjanya; dapat dikendalikan, yaitu berkaitan dengan penyelesaian
tugas yang diberikan secara efektif; tanggung jawab, yaitu mencakup standar
kinerja yang telah ditetapkan; tanggapan, yaitu berkaitan dengan upaya organisasi

untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aufa Moerrin & Priono
(2022), indikator akuntabilitas terdiri dari: akuntabilitas kejujuran dan hukum
(accountability for probity and legality), akuntabilitas proses (process
accountability), akuntabilitas program (program accountability), akuntabilitas

kebijakan (policy accountability).

Menurut Asmawanti et al., (2020), Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) adalah suatu mekanisme yang digunakan pemerintah untuk

melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil Kkinerjanya,
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baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target dan tujuan

organisasi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), syarat
yang harus dipenuhi antara lain: sistem pemerintahan yang menjamin aksesibilitas
sumber daya yang tersedia, pimpinan dan seluruh staf di instansi terkait harus
memiliki komitmen yang kuat, mampu menunjukkan hasil kinerja dengan baik,
selalu berupaya mewujudkan visi dan misi organisasi, memberikan manfaat yang
optimal, transparan, objektif, akurat, mampu menyampaikan capaian dalam

mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan (Asmawanti et al., 2020).

Menurut Area (2020), laporan keuangan sektor publik adalah laporan yang
menggambarkan posisi keuangan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh
entitas sektor publik. Laporan ini merupakan komponen yang penting dalam
mewujudkan akuntabilitas di sektor publik. Berdasarkan website resmi Trisakti
(2024), sektor publik dapat diartikan mencakup seluruh lembaga, badan, dan
organisasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada
masyarakat. Hal ini meliputi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), serta organisasi non-pemerintah yang fokus terhadap pelayanan publik.
Tujuan sektor publik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Audit adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti — bukti yang
berkaitan dengan informasi tertentu. Kegiatan ini umumnya bertujuan untuk
menghasilkan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku
(Supriyanto et al., 2022). Menurut Arsyad (2023), laporan keuangan audited adalah
laporan keuangan yang telah diaudit dan disertai dengan laporan hasil audit,

termasuk opini mengenai kewajaran sebuah laporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), terdapat beberapa kelompok
utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:
masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang
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memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), laporan
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui
nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang — undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), pelaporan keuangan
pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial, maupun politik dengan:menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya keuangan; menyediakan informasi mengenai kecukupan
penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; menyediakan
informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
entitas pelaporan serta hasil — hasil yang telah dicapai; menyediakan informasi
mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai posisi keuangan
dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber — sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010), laporan keuangan pokok

terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
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Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan garis besar sumber,
alokasi, dan penggunaan kas pemerintah selama periode tertentu yang
menunjukkan kepatuhan pemerintah terhadap penggunaan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menggambarkan
perubahan dan posisi saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Saldo anggaran
lebih berasal dari akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)/Sisa
Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan
penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan ini hanya disusun oleh entitas
pelaporan, dengan menyajikan unsur saldo anggaran lebih awal periode,
penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain — lain,
dan saldo anggaran lebih akhir periode (Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA.,
2017).

c) Neraca
Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas yang
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini disusun
oleh entitas akuntansi serta entitas pelaporan. (Dr. Baldric Siregar, MBA.,
CMA., CA., 2017).

d) Laporan Operasional (LO)
Laporan operasional adalah laporan yang menggambarkan kinerja pemerintah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu periode (Dr. Baldric
Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

e) Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi terkait kas yang
digunakan untuk aktivitas operasional, pendanaan, serta transitoris yang
mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dari kas

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

10
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Laporan ini disusun oleh bagian fungsi perbendaharaan umum (Dr. Baldric
Siregar, MBA., CMA., CA., 2017).

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan informasi
perbandingan mengenai penambahan maupun pengurangan ekuitas pada tahun
pelaporan saat ini dengan tahun sebelumnya. (Dr. Baldric Siregar, MBA.,
CMA., CA,, 2017).

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah penjelasan naratif atau rincian
terkait dari angka — angka yang tercantum di dalam laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. (Dr. Baldric Siregar, MBA.,
CMA., CA., 2017).

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama Kkali
muncul di Kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Virus ini menyebabkan
berbagai tingkat keparahan penyakit, mulai dari gejala ringan hingga berat, dan
menyebar ke berbagai negara dengan sangat cepat. Virus ini termasuk virus
zoonotik, yaitu virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Kelelawar, tikus

bambu, unta, dan musang yang merupakan inang umum dari virus ini (Putra, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengumpulkan data dari website resmi Kementerian Keuangan
Republik Indonesia untuk periode tahun 2016 — 2023. Namun, untuk data tahun
2020 dan 2021 tidak disertakan dalam analisis penelitian ini dikarenakan pada
periode tersebut, data tidak tersedia secara lengkap, sehingga tidak memenuhi
kebutuhan data dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan mencakup laporan
keuangan tahunan audited sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 yang
berfokus pada implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan
keuangan. Laporan keuangan tahunan audited ini merupakan laporan keuangan
yang telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta berdasarkan kaidah

11
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pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Data laporan
keuangan tahunan audited tersebut telah dipublikasikan melalui situs resmi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia www.kemenkeu.go.id.

Uji Normalitas
Pengujian normalitas yang dilakukan peneliti adalah menggunakan Uji

Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4. 1 Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual
Nilai Kolmogorov-Smirnov 0,298
Sig. 0,103

Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2016 — 2019, 2022 — 2023)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar
0,103 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Uji Kolmogorov — Smirnov,
data tersebut memiliki distribusi normal sehingga memenuhi syarat normalitas

dalam model regresi.

Uji Multikolinearitas
Tabel 4. 2 Uji Mulltikolinearitas

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
Transparansi 0,583 1,716
Akuntabilitas 0,583 1,716

Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2016 — 2019, 2022 — 2023)

Pada tabel tersebut, nilai tolerance yang dimiliki variabel Transparansi dan variabel
Akuntabilitas adalah 0,583 > 0,10, sedangkan nilai VIF pada variabel Transparansi

12

repository.stieykpn.ac.id


http://www.kemenkeu.go.id/

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUIJI

dan Akuntabilitas sebesar 1,716 < 10. Artinya, dari pengujian ini tidak terjadi gejala

multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Model Sig.
Transparansi 0,511
Akuntabilitas 0,620

Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2016 — 2019, 2022 — 2023)

Pada tabel tersebut, pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel transparansi
0,511 > 0= 0,05. Sedangkan untuk nilai signifikansi variabel Akuntabilitas sebesar
0,620 > o= 0,05. Artinya berdasarkan Uji Park, maka tidak terdapat
heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi

Model Durbin — Watson
1 2,098

Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2016 — 2019, 2022 — 2023)

Nilai DW sekitar 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi

Nilai DW < 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif

Nilai DW >2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

Dalam penelitian ini nilai DW adalah sebesar 2,098 maka tidak adanya autokorelasi

Analisis Regresi Berganda
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Tabel 4. 5 Analisis Regresi Berganda

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Beta
Error
Transparansi 2,682 0,627 0,505 4,276 0,023
Akuntabilitas 3,822 0,773 0,584 4,945 0,016

Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2016 — 2019, 2022 - 2023)

Berdasarkan tabel olah data di atas, nilai koefisien regresi dan konstanta dapat
dilihat pada kolom Unstandardized Coefficients. Sehingga persamaan linier dengan

dua variabel independen adalah sebagai berikut:
Y =-27,232 + 2,682X1 + 3,822X2

Koefisien untuk variabel transparansi adalah 2,682. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap satu peningkatan dalam Transparansi akan mempengaruhi peningkatan
sebesar 2,682 dalam variabel akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, dengan
asumsi konstan. Artinya transparansi memiliki pengaruh positif terhadap variabel

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan untuk koefisien variabel akuntabilitas adalah 3,822. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap satu peningkatan dalam akuntabilitas akan
mempengaruhi peningkatan sebesar 3,822 dalam variabel akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, dengan asumsi konstan. Artinya akuntabilitas memiliki

pengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi
positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu,
meningkatkan kedua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas
dapat berpotensi meningkatkan nilai dari variabel dependen yaitu akuntabilitas

Kinerja instansi pemerintah.
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Uji F
Tabel 4.6 Uji F

Model Sig.

Regression 0,004

Sumber: Data sekunder diolah dari Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2016 — 2019, 2022 —2023)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama — sama), maka
baik digunakan untuk analisis regresi berganda. Hasil analisis ANOVA
menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,004, yang menunjukkan
lebih dari 0,05. Dengan kata lain 0,004 < 0,05 maka transparansi dan akuntabilitas
berpengaruh secara simultan (bersama — sama) terhadap variabel akuntansi kinerja

instansi pemerintah (AKIP).

Transparansi merupakan salah satu unsur dalam teori good governance yang
berperan penting dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam
konteks instansi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, transparansi mengacu
pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan, kebijakan serta pelaporan
keuangan negara. Periode 2016 — 2023, menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan
transparansi melalui pelaporan keuangan tahunan yang dapat diakses oleh publik
melalui website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keterbukaan ini
tidak hanya membantu masyarakat dalam memahami penggunaan anggaran, tetapi
juga mendorong partisipasi publik untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap

kinerja instansi pemerintah.

Adanya pandemi Covid-19 membawa tantangan baru transparansi dalam
publikasi laporan keuangan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat beberapa
data yang tidak dipublikasikan di website resmi Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, yang mengakibatkan peneliti kesulitan dalam mengumpulkan data yang

diperlukan untuk analisis. Sehingga untuk tahun tersebut, dikecualikan dalam
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proses analisis dan pengolahan data. Setelah pandemi Covid-19, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia mulai mengimplementasikan langkah — langkah
untuk memperbaiki transparansi dalam laporan keuangan sehingga memungkinkan

akses yang lebih baik terhadap data dan informasi.

Kinerja instansi pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan
transparansi dan akuntabilitas. Penerapan berbagai peraturan perundang -
undangan yang mendukung konsep akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan diharapkan dapat menciptakan kinerja pemerintah yang
optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Implementasi transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ini juga diharapkan mampu

meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah secara keseluruhan (Merchilia, 2024).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Wiyana et al., (2023), bahwa transparansi laporan keuangan memberikan
dampak terhadap peningkatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Dengan
demikian, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara akan
berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga

dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan
keuangan negara yang berfungsi memastikan bahwa instansi pemerintah, dalam hal
ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penggunaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku. Sebelum
pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menunjukkan
akuntabilitas yang kuat melalui pelaporan keuangan tahunan yang telah diaudit
secara independen. Laporan ini mencerminkan kinerja keuangan yang transparan
dan memberikan gambaran yang jelas bagaimana keuangan negara dialokasikan.
Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diberikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menunjukkan bahwa
akuntabilitas yang tinggi berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap instansi
pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang juga
menekankan pentingnya akuntabilitas.
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Namun, keadaan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021, membawa
tantangan baru bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama periode
tersebut, terdapat keterbatasan dalam penyajian data dan informasi yang dapat
diakses oleh publik, sehingga mengakibatkan kesulitan peneliti dalam menganalisis
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini akuntabilitas menjadi
semakin penting, dikarenakan masyarakat  juga mengharapkan
pertanggungjawaban yang jelas mengenai pengelolaan keuangan negara, terutama

dalam situasi pandemi.

Setelah pandemi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai
meningkatkan kembali akuntabilitas dalam laporan keuangan tahunan. Secara
keseluruhan, akuntabilitas mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), meskipun tantangan muncul selama pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan keterbatasan data. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk
memperkuat akuntabilitas tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan
keuangan negara, karena hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang juga

menekankan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
simultan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dalam laporan keuangan tahunan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Pada hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan
bahwa transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga
mendorong instansi untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangan negara.
Transparansi sendiri memiliki fungsi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan
wewenang, sedangkan akuntabilitas berfungsi memastikan bahwa instansi
bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Kedua hal ini saling melengkapi dalam proses menciptakan

lingkungan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian yang dilakukan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2023,
menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap

kepercayaan publik dan juga efektivitas pengelolaan keuangan negara. Namun,
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terdapat kendala dalam pengumpulan data tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan
besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Hal ini tentu saja mengganggu
operasional instansi pemerintah, diantaranya yaitu menghambat dalam publikasi
data.

Kebijakan darurat yang diterapkan selama pandemi Covid-19, seperti
pembatasan sosial dan lockdown di berbagai tempat, mengakibatkan keterlambatan
dalam pengumpulan dan pelaporan data, serta mengubah instansi dalam mengelola
keuangan negara. Keterbatasan informasi data inilah menjadi tantangan tersendiri
bagi peneliti. Meskipun demikian, penelitian kembali dilanjutkan dengan data tahun
2022 dan 2023 dengan data yang lebih lengkap. Hal ini menunjukkan adanya upaya
pemulihan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas data pasca pandemi
Covid-19. Sehingga meskipun transparansi dan akuntabilitas telah menjadi poin
utama dalam penelitian ini, tetapi pandemi Covid-19 memiliki dampak berupa
ketidaktersediaan data di tahun 2020 dan 2021.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam laporan keuangan tahunan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia audited. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
tingkat transparansi dalam penyajian laporan keuangan semakin baik pula
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selain itu, akuntabilitas juga terbukti berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mengindikasikan bahwa instansi
pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik akan
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Lebih lanjut, baik
transparansi  maupun akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga menegaskan
pentingnya kedua aspek ini dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif

dan efisien.
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Pentingnya hasil penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dengan
memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan dan
berkontribusi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), para
pembuat kebijakan dan praktisi dapat menciptakan strategi yang lebih baik untuk
meningkatkan kedua aspek tersebut. Hal ini tidak hanya akan memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong terciptanya

tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan publik.
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